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  ABSTRAK  - Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf F angka 1 pembagian urusan 

pemerintahan bidang sosial dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur 

penerbitan izin pengumpulan uang atau barang di daerah. 

  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2273); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Pembentukkan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indoesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6397); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3175); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 



Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021  tentang Penyelenggaraan 

Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 1026); Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung 

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur 137). 

  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur izin untuk kegiatan sosial seperti 

pembangunan, keagamaan, pendidikan, dan budaya, dengan tujuan transparansi 

dan pencegahan penipuan, di mana Bupati memiliki kewenangan menerbitkan 

izin di tingkat kabupaten setelah melalui proses pengajuan ke Dinas Sosial 

setempat. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 
2025. 

    
 


